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Abstrak: Sistem merit yang diatur oleh Undang-Undang (UU) No. 5 tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah salah satu perwujudan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
di Indonesia. Sistem merit yang diterapkan mulai dari Seleksi Calon ASN hingga pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) diharapkan mampu mewujudkan SDM ASN yang unggul dan
berdaya saing. Dalam praktiknya, banyak tantangan maupun permasalahan yang dihadapi
terkait implementasi sistem merit. Literature review ini bermaksud mengeksplorasi faktor-
faktor apa saja yang memiliki hubungan dengan keberhasilan implementasi sistem merit
dalam organisasi pemerintahan di Indonesia. Variabel yang digunakan antara lain faktor
kepemimpinan, faktor pemahaman pegawai terkait sistem merit, faktor sistem informasi
kepegawaian, faktor budaya organisasi, dan faktor politik.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Pemahaman, Sistem Informasi Kepegawaian, Budaya
Organisasi, Politik, Sistem Merit.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan sistem merit dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah hal yang penting sebagai upaya menciptakan ASN
berprestasi serta berkinerja tinggi. Penerapan sistem merit merupakan sebuah strategi
manajemen SDM-ASN pemerintah Indonesia berdasarkan UU No. 5 tahun 2014 agar dapat
menghasilkan ASN yang profesional. Manajemen ASN dengan sistem merit merupakan
pendekatan yang menitikberatkan pada pemberdayaan ASN berdasarkan kesesuaian antara
kualifikasi jabatan dengan keahliannya.

Dalam perjalanannya banyak tantangan dan ketidakkonsistenan yang muncul baik dari
luar ekosistem birokrasi maupun dari dalam birokrasi. Studi yang dilakukan oleh
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Dwimawanti (2009) menunjukkan bahwa posisi birokrasi tidak mampu bersikap netral
terhadap kekuatan politik yang berkiprah di dalam pemerintahan. Pengangkatan jabatan ASN
cenderung ditentukan oleh politisasi birokrasi.

Untuk memastikan birokrasi pemerintah yang netral, transparan, adil, serta bebas dari
Korupsi-Kolusi-Nepotisme (KKN), maka sangat perlu diimplementasikan sistem pengelolaan
ASN berdasarkan sistem merit. Studi yang dilakukan oleh Setyowati (2015) menyebutkan
setidaknya ada tiga faktor yang memengaruhi keberhasilan sistem merit yakni faktor
administratif, faktor teknis, dan faktor politik-budaya. Agar dapat lebih memahami kendala-
kendala dan permasalahan yang dijumpai di lapangan maka penulis melakukan penelusuran
dan penelaahan literatur yang dalam hasil penelitiannya mengemukakan hal-hal yang
mungkin memengaruhi keberhasilan pelaksanaan sistem merit ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas maka kami membuat
rumusan masalah seperti berikut ini:

1. Apakah kepemimpinan memiliki hubungan atau pengaruh terhadap keberhasilan
implementasi sistem merit

2. Apakah pemahaman pegawai memiliki hubungan atau pengaruh terhadap keberhasilan
implementasi sistem merit

3. Apakah sistem informasi kepegawaian memiliki hubungan atau pengaruh terhadap
keberhasilan implementasi sistem merit

4. Apakah budaya organisasi memiliki hubungan atau pengaruh terhadap keberhasilan
implementasi sistem merit

5. Apakah faktor politik memiliki hubungan atau pengaruh terhadap keberhasilan
implementasi sistem merit

KAJIAN PUSTAKA
Kepemimpinan

Menurut Gaspersz dalam Mallapiseng (2015), kepemimpinan adalah “proses dimana
seseorang atau sekelompok orang lain mengarahkan, memotivasi, dan menginspirasi aktivitas
mereka untuk mencapai sasaran dan tujuan”. Menurut Sutrisno (2014), kepemimpinan adalah
“suatu proses aktivitas seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin,
memengaruhi, dan membimbing orang lain untuk melakukan sesuatu sehingga tercapai hasil
yang diharapkan”.

Meski individu anggota organisasi sudah mempunyai sejumlah kewenangan dan
tanggung jawab yang cukup formal, akan tetapi dalam praktiknya masih membutuhkan
arahan dan pengaruh dari luar. Untuk menjawab pertanyaan ini Katz dan Khan (1978) seperti
yang dikutip oleh Sobirin (2021) menjelaskan alasan diperlukannya kepemimpinan.

Meski telah memiliki struktur organisasi yang menentukan kedudukan setiap individu,
perlu diakui dalam batas-batas tertentu, tidak serta merta individu akan bergerak dengan
sendirinya. Organisasi tersusun atas orang-orang yang membutuhkan motivasi, dorongan, dan
inspirasi dari seorang seorang pemimpin. Organisasi tidak terbebas dari pengaruh situasi dan
kondisi eksternal. Agar organisasi dapat beradaptasi terhadap perubahan, dibutuhkan seorang
pemimpin yang mampu mengidentifikasi strategi baru yang dapat dilakukan untuk
menghadapi perubahan tersebut. Sebagai implikasi adanya perubahan lingkungan eksternal,
seringkali kondisi internal organisasi pun harus mengalami perubahan. Pada saat arah
organisasi mengalami distorsi dan timbul konflik, maka diperlukan seorang pemimpin yang
mampu berkoordinasi dan mengatasinya.

Kehadiran seorang pemimpin sangat diperlukan terutama untuk menginspirasi,
menjaga, dan memotivasi individu anggota tetap terlibat dalam kehidupan organisasi. Setiap
anggota organisasi mempunyai kehidupan pribadi yang terkadang tidak sejalan dengan
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kepentingan organisasi dan memiliki perhatian yang selalu mengalami perubahan. Ketika
terjadi ketidaksesuaian antara kepentingan pegawai dan instansi, maka diperlukan pemimpin
yang mengayomi sehingga mereka tetap memiliki komitmen dan kontribusi terhadap
kepentingan organisasi.

Para ahli mendefinisikan kepemimpinan dengan penekanan yang berbeda-beda, namun
bila diambil benang merahnya kepemimpinan dapat dimengerni sebagai segala upaya untuk
menggerakkan semua sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi.

Sistem Merit

Merit berasal dari kata Bahasa Inggris yaitu “Merit”. Menurut kamus Britannica
(https://www.britannica.com/dictionary) merit (noun) atau merits (plural) berarti sesuatu hal
yang berkualitas, dihargai, baik, penting dan bernilai guna. Sedangkan sistem merupakan
seperangkat komponen atau unsur yang berwujud kesatuan yang mana saling terhubung
untuk mencapai suatu tujuan (Hutahaean, 2014). Sehingga sistem merit bisa diartikan sebuah
kesatuan elemen-elem atau unsur yang saling berinteraksi dan berhubungan bertujuan
menghasilkan suatu hal yang berkualitas, dan bernilai guna. Sementara Woodard (2005)
mendefinisikan merit sistem adalah sistem manajemen SDM yang berlandaskan prinsip
fairness, equity, dan reward berdasarkan asas prestasi. Sistem merit bertujuan untuk
memperbaiki dan meningkatkan prestasi kerja.

Sistem merit diberlakukan dalam manajemen ASN di Indonesia sesuai amanat dari UU
No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mana pada pasal 51 disebutkan
bahwa pengelolaan ASN dilaksanakan berasaskan pada sistem merit. Sebagai kelanjutan dari
UU tersebut diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Permenpan-RB) No. 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit ASN. Dalam
Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa “Sistem merit adalah kebijakan dan
manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan
wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul,
jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan”.

Prinsip sistem merit mengusung aspek prestasi kerja, kompetensi, kualifikasi, adil, dan
terbuka, dengan tujuan tercapainya profesionalitas ASN (Rakhmawanto, 2018). Komisi
Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam Peraturan KASN No. 9 Tahun 2019 tentang pedoman
penilaian sistem merit menyatakan bahwa sistem merit bertujuan untuk memastikan jabatan
pada institusi pemerintahan dijabat oleh pegawai yang telah lulus untuk syarat kompetensi
dan kualifikasi. Selanjutnya penerapan proses rekruitmen, seleksi, dan promosi dilakukan
secara terbuka, dan adil. Pemberian reward dan punishment berdasarkan perilaku, integritas,
dan kinerja. Sehingga dengan penerapan sistem merit dalam pemerintahan dapat menjamin
pelayanan publik dilakukan dengan penuh integritas, efisien, dan efektif, serta bebas dari
intervensi politik atau kekuasaan (Mubin & Rozigin, 2018).

Berdasarkan Permenpan RB No. 40 Tahun 2018 tentang pedoman sistem merit dalam
manajemen ASN, sebagai wujud komitmen terhadap penerapan sistem merit maka dilakukan
penilaian sistem merit untuk setiap instansi pemerintah oleh Tim yang terdiri dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga
Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan KASN. Terdapat
sembilan aspek kriteria sebagai dasar penilaian sistem merit antara lain:

a. Perencanaan kebutuhan SDM yang sesuai dengan work load

b. Pemenuhan standar kompetensi jabatan untuk setiap posisi jabatan

c. Seleksi dan promosi SDM dilakukan secara terbuka

d. Manajemen Karir dilakukan sejak dari perencanaan, pengembangan, pola karier, dan
kelompok rencana suksesi dari talent management
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e. Sistem reward dan punishment berdasarkan penilaian kinerja yang transparan serta
objektif

Penerapan kode etik dan perilaku pegawai

Pengembangan kompetensi berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai

Perlindungan terhadap ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang

Sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dan berbasis kompetensi

Kriteria penilaian merupakan tolok ukur kinerja manajemen ASN berbasis merit sistem.
Dengan melihat kriteria tersebut, organisasi dapat melakukan perbaikan secara terus menerus
sebagai upaya perwujudan Reformasi Birokrasi

—oDGQe

Pemahaman

Menurut Widiasworo (2017) mendefinisikan pemahaman sebagai kemampuan untuk
menghubungkan informasi-informasi yang telah dipelajari menjadi satu konsep yang utuh di
dalam ingatan. Pemahaman adalah hasil dari belajar. Seseorang dianggap memahami sesuatu
apabila ia mampu melihat dari berbagai perspektif dan mampu mengasosiasikan pengetahuan
baru yang telah didapat dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya.

Sudjana (2016) menyebutkan ada tiga indikator pemahaman yakni:(Sudjana, 2016)

a. Level paling rendah adalah pemahaman terjemahan, baik dalam memaknai arti yang

sebenarnya atau dalam hal menerapkan konsep-konsep dasar.

b. Level kedua adalah pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan pengetahuan-
pengetahuan terdahulu dengan pengetahuan baru yang diperoleh kemudian, termasuk
membedakan hal-hal apa saja yang sesuai dan tidak, berdasarkan kaidah pengetahuan
tersebut.

c. Level ketiga adalah pemahaman ekstrapolasi, yakni individu mampu melihat dibalik
yang tertulis dan mampu membuat peramalan mengenai akibat (konsekuensi), serta
mengasosiasikan konsep pengetahuan terhadap kasus atau keadaan yang sebenarnya
terjadi.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pemahaman pegawai terhadap sistem merit
adalah kemampuan seseorang untuk menerjemahkan, menafsirkan, dan mengekstrapolasi
konsep sistem merit sebagai peraturan, kebijakan dan pengelolaan SDM yang berdasarkan
kinerja, kompetensi, dan kualifikasi.

Sistem Informasi Kepegawaian

Sistem Informasi Kepegawaian adalah sistem yang bisa memberikan informasi data
pegawai yang saling terhubung untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.
Sistem informasi kepegawaian ini dapat menangani segala bentuk data maupun informasi
yang berhubungan dengan urusan kepegawaian (Al-Fatta, 2007).

Langkah awal penggunaan aplikasi sistem informasi kepegawaian pada suatu instansi
adalah melakukan penginputan, pengawasan, dan dilanjutkan dengan pemantauan. Setelah
data diinput dengan baik, sistem memiliki database yang disesuaikan dengan kebutuhan
organisasi. Tujuan sistem informasi kepegawaian ini adalah untuk menciptakan kemudahan
terkait data dan informasi kepegawaian yang terpadu dalam satu jaringan komputer sehingga
menjadi informasi yang menunjang pengambilan keputusan manajemen kepegawaian dalam
organisasi (Al-Fatta, 2007).

Di dalam sistem informasi kepegawaian umumnya terdapat fitur-fitur yang dapat
memudahkan manajemen kepegawaian. Fitur-fitur yang dimaksud antara lain: data pegawai,
permohonan cuti, kenaikan pangkat atau jabatan, penilaian kinerja pegawai, fitur presensi
pegawai, perekrutan calon pegawai, penggajian dan tunjangan kinerja, angka kredit/poin,
fitur analisis beban kerja, dan lain sebagainya. Dengan adanya berbagai fitur dan laporan
yang dapat ditampikan, sistem informasi kepegawaian akan menjadi daya ungkit bagi

Page | 1168



https://dinastirev.org/JMPIS Vol. 3, No. 2, Juni 2022

organisasi sehingga proses pencatatan dan pengolahan data kepegawaian menjadi lebih cepat,
mudah, dan transparan (Fajar, 2021).

Budaya Organisasi

Definisi budaya menurut Schein (2017) adalah suatu pola pemikiran dan asumsi dasar
sebagai akibat dari adaptasi eksternal dan internal yang dibentuk dan dikembangkan oleh
suatu kelompok, yang mana adaptasi tersebut sudah dipertimbangkan secara matang dan
layak sejak dari lama, sehingga mindset dan asumsi yang telah menyatu dalam kehidupan
kelompok tersebut selalu diajarkan pada anggota baru untuk dipersepsikan, dirasakan,
dijadikan landasan berpikir dalam hubungan dengan suatu masalah tertentu. Thomas dan Kerr
dalam Tannady (2017) menyatakan bahwa budaya ditanamkan dalam diri masing-masing
individu, bukan hanya suatu perilaku yang muncul di permukaan.

Robbins (2018) memberikan gambaran budaya organisasi sebagai sistem pemaknaan
secara bersama dan berbagi arti yang dianut dan dilakukan oleh seluruh individu dalam
organisasi, yang mana pemaknaan tersebut bisa membedakannya sebuah organisasi dari
organisasi lainnya. Schein (2017) mengelompokkan budaya organisasi ke dalam tiga
tingkatan yaitu:

a. Artefak, yaitu struktur dan proses organisasi yang dapat dilihat, seperti bahasa,
arsitektur interior, seragam, cerita, struktur organisasi, proses.

b. Espoused beliefs and values, yaitu nilai-nilai, ideologi, tujuan, standar, rasionalisasi
dan filosofis yang mencerminkan pendapat bersama.

c. Basic underlying assumptions, yaitu tingkatan budaya yang paling tinggi yang diterima
begitu saja oleh anggota kelompok sebagai inti budaya yang mempengaruhi bawah
sadar sehingga dapat menentukan perasaan, pikiran, persepsi dan prilaku.

Lebih lanjut Schein (2017) menyampaikan bahwa budaya organisasi adalah suatu hal
yang kompleks, berupa seperangkat asumsi yang saling berhubungan dalam proses interaksi
dalam organisasi, dimana budaya organisasi memberi pengaruh yang kuat terhadap perilaku
kelompok. Wibowo (2016) menyatakan bahwa budaya organisasi memiliki fungsi yaitu:
Memberi identitas organisasi pada seluruh anggota
Memberikan batasan kewenangan yang jelas
Memfasilitasi komitmen kolektif pada seluruh anggota
Meningkatkan kestabilan sistem sosial
Membentuk pikiran sehat serta logis bagi para anggota
Mempertegas standar perilaku
Robbins (2018) menyebutkan terdapat tujuh karakteristik utama dari budaya organisasi
yaitu: (1) Memperhatkan detail, (2) Orientasi pada hasil, (3) Inovasi dan pengambilan risiko,
(4) Orientasi pada individu, (5) Orientasi pada tim, (6) Tingkat keagresifan, dan (7) Stabilitas.
Penilaian organisasi dilakukan terhadap gambaran budaya, pemahaman bersama, standar
perilaku, dan proses interaksi di dalamnya.

Budaya organisasi dapat berfungsi memengaruhi perilaku anggota organisasi dan
interaksi di dalamnya. Budaya organisasi akan berperan sebagai salah satu prediktor bagi
keberhasilan penerapan sistem manajemen SDM. Perihal tersebut sejalan dengan riset yang
dilakukan oleh Osibanjo (2013) bahwa budaya organisasi yang mencakup value (nilai),
practice (prilaku/praktek), dan belief (keyakinan) berpengaruh terhadap praktek penerapan
manajemen SDM, yakni mulai dari seleksi dan rekruitmen, pelatihan dan pengembangan,
sistem kompensasi, dan juga manajemen kinerja. Sedarmayanti (2019) juga menyatakan
bahwa tanpa terealisasinya budaya organisasi dengan cara yang layak, maka budaya secara
signifikan akan mengurangi efisiensi organisasi.

0O 0T
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Politik

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik diartikan sebagai: (1) cara bertindak
dalam menghadapi atau menangani suatu masalah atau kebijaksanaan, (2) segala urusan dan
tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain, dan (3) pengetahuan
mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan,

Birokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh pegawai pemerintah
karena telah berpedoman pada jenjang dan hierarki jabatan. Birokrasi pemerintahan sulit
dilepaskan dari kegiatan politik. Politik terdiri dari individu-individu yang berperilaku dan
bertindak politik yang diorganisasikan secara politik oleh kelompok-kelompok kepentingan
dan berupaya memengaruhi pemerintah untuk mengambil keputusan dan menentukan suatu
kebijakan ataupun tindakan yang dapat mengangkat kepentingan kelompoknya dan
mengabaikan kan kepentingan kelompok lainnya. Penetrasi politik yang semakin dalam ke
ranah eksekutif menjadikan birokrasi publik sebagai sarana guna mencapai tujuan politis
semata (Yuniningsih, 2019).

Presiden bersama-sama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi merancang grand design reformasi birokrasi untuk memperbaiki sistem birokrasi
aparatur negara. Gerakan reformasi bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi agar tercipta birokrasi publik yang responsif dan professional. Pedoman umum
reformasi birokrasi mengemukakan lima elemen penentu keberhasilan reformasi birokrasi
lingkup SDM aparatur, antara lain sebagai berkut: kesamaan persepsi dan tujuan; kemauan
dan komitmen politik; ketersediaan anggaran; konsistensi dan keberlanjutan; serta dukungan
masyarakat (Yuniningsih, 2019).

Implementasi reformasi birokrasi di pemerintahan, sering mengalami perdebatan
tentang hubungan antara birokrasi dan politik, bagaimana melihat posisi politik dan birokrasi
pada

sistem pemerintahan. Jabatan politik dan jabatan karir diketahui memiliki hubungan
simbiosis mutualisme. Jabatan karir memerlukan dukungan politik dalam melaksanakan
kebijakan publik sedangkan politisi memerlukan birokrasi sebagai pelaksana kebijakan.
Namun dalam beberapa kasus, politik memiliki intevensi yang kuat terhadap aspek birokrasi
(Ratna, 2012).

Tabel 1. Penelitian terdahulu yang relevan

No. [Penulis (Tahun  |Hasil penelitian Persamaan dengan artikelPerbedaan dengan artikel ini
Publikasi) ini
1. (Hanif & Komitmen pemimpin danKepemimpinan Implementasi  sistem  merit
Suswanta, 2021) bawahan memengaruhjmemengaruhi keberhasilaniselain dipengaruhi ketetapan
kualitas kinerja sehinggaimplementasi sistem merit |pemerintah pusat, jugal
membantu mencapai sistem dipengaruhi oleh peraturan
merit yang baik. gubernur  yang  mengatur

tentang sikap birokrasi sebagai
pelayan masyarakat (Pergup
No0.27 thn 2008)

2. (Chariah et al.,Sistem merit yangMeneliti ~ faktor  yangArtikel terdahulu
2020) dilaksanakan di Indonesiamemengaruhi keberhasilanmenyebutkan masih  belum
belum sepenuhnya optimal implementasi sistem meritoptimalnya pengawasan dari
sesuai dengan peraturanj(kesadaran/pemahaman)  |[Komite Apratur Sipil Negara

yang telah ditetapkan (KASN).

3. (Ismail, 2019) Pelaksanaan sistem meritFaktor politik memengaruhiSeluruh  calon  pemangku
masih banyak dipengaruhikeberhasilan implementasijabatan ~ maupun  pejabat]
faktor politik. sistem merit diharapkan memahami tugas

lyang akan diembannya.
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4. (Meyrina, 2016) Pegawai di  lingkunganMeneliti faktor  yangPeningkatan kinerja melalui
Kemenkumhan merasamemengaruhi keberhasilansistem merit di lingkungan
belum puas denganiimplementasi sistem merit [Kemenkumham belum
pelaksanaan uji kompetensi disosialisasikan di unit-unit]
melalui Computer Assisted lingkungan  Kemenkumham
Test (CAT) maupun Fit and sehingga pemahaman belum
Proper Test. optimal.

5. (Nurnadhifa Kementerian Keuangan|Kepemimpinan dan budayaManajemen talenta dalam

& sudah organisasi  memengaruhimanajemen ASN i
Syahrina, 2021)  |mengimplementasikan keberhasilan implementasiKementrian

sistem merit dengan baikisistem merit Keuangan mencakup

dalam  hal pengelolaan tahapan seleksi, rekrutmen,

SDM penataan pegawai  melalui

pengembangan

kompetensi,  pengembangan
karier, hingga promosi
pegawai.

6. (Pasiak et Implementasi sistem meritFaktor politik memengaruhilmplementasi ~ sistem  merit

al., 2020) dalam pengisian jabatankeberhasilan implementasibelum berjalan sebagaimana
IASN di pemerintah Kota  [sistem merit mestinya
Bitung belum baik .
7. (Roza et al., 2021) [Sistem merit  di Faktor politik Masih  banyak perangkat
Kab. Pasaman dan pemahaman |daerah yang tidak mengerti
Barat belum pegawai aturan maupun konsep sistem
diimplementasikan memengaruhi keberhasilanjmerit
secara maksimal. |implementasi sistem merit
8. (Sabaruddin Implementasi merit sistem|Faktor politik Pengisian dan promosi jabatan
& Utomo,di Kota  Kendari dan pemahaman [pimpinan tinggi
2021) & pegawai pratama
Kabupaten Kolaka belummemengaruhi keberhasilan(JPTP) belum sesuai dengan
optimal implementasi sistem merit |sistem merit
9. (Salman, 2019)  |Pengisian jabatan  [Faktor politik memengaruhiProses seleksi masih bersifat
tinggi dengan keberhasilan implementasisubjektif dengan
menggunakan sistem merit mengunggulkan satu indikator
sistem merit  telah dan  melewatkan indikator,
diterapkan dan yang lain
menggunakan 42 indikator
penilaian

10. |(Setyowati, 2016) |Sistem merit  belum  |Meneliti faktor penghambatfFaktor administratif
diimplementasikan dengan |keberhasilan sistem merit terkait dengan
optimal (politik, kurangnya tidak  dipatuhinya

kebijakan saat proses seleksi
pemahaman SDM,  (dan rekrutmen. Faktor teknis
infrastruktur untuk prosesmerujuk pada
seleksi dan rekrutmen) ketidakmampuan SDM dalam

mengemban

tanggung jawab dan juga

keterbatasan infrastruktur)

11. |(Tondowana Sistem  merit  memilikiMeneliti tentang sistem  [Sistem merit  berpengaruh

& pengaruh positif terhadapmerit terhadap semangat kerja ASN
Rorong, 2018) semangat kerja ASN di
kantor Sekretariat Daerah
Kota Manado

12. |(Kalesaran, 2021) [Penerapan sistem  meritFaktor kepemimpinan,|Faktor penghambat terhadap
sudah berjalan akan tetapipemahaman pegawai, dankeberhasilan sistem merit:
masih parsial dan tidakisistem  pendukung  (e-proses penyusunan analisis

secara keseluruhan

kinerja) memengaruhi
keberhasilan sistem merit

jabatan-analisis beban kerja
terlambat, fasilitas belum
memadai, sistem pendukung
yang belum terintegrasi
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13. |(Daniarsyah, 2017)(ika sistem Meneliti tentang sistem  [Sistem merit  berpengaruh
merit merit terhadap kinerja ASN
diimplementasikan
secara
konsisten dan tepat maka
IASN akan berkinerja tinggi.

14. |(Raharjanto, 2019) [Penerapan  sistem  meritMeneliti faktor  yangFaktor  eksternal: faktor
dalam manajemen sumbermemengaruhi keberhasilanpolitik. Faktor internal:
daya aparatur sektor publikisistem  merit  (politik,dinamika kelembagaan
adalah sebuah kebijakanpemahaman SDM) (perilaku  para  pelaksana
yang akan dipengaruhi oleh kebijakan, SDM yang sudah
faktor eksternal dan internal ada, komunikasi,

struktur birokrasi)

15. |(Edy, 2018) Seleksi pejabat struktural difFaktor politik memengaruhiPejabat  ASN  cenderung
tingkat  daerah  masihkeberhasilan implementasitterlibat aktif dalam politik
mendapatkan intervensijsistem merit praktis untuk  mempererat
politik dari kepala daerah hubungan  politik  dengan
meskipun melalui proses kepala daerah
seleksi oleh tim pelaksana

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah dengan metode kualitatif dan telaah literatur (literature
review). Tim penulis mencari dan mengkaji buku-buku literatur sesuai dengan konsep teori
yang mencakup manajemen sumber daya manusia. Penulis menganalisis artikel-artikel yang
dipublikasikan dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit jurnal (publisher)
nasional dalam delapan tahun terakhir (2014-2022) dengan pertimbangan bahwa sistem merit
mulai diberlakukan tahun 2014 berdasarkan UU No.5 tahun 2014 tentang ASN. Penulis
melakukan pencarian artikel ilmiah maupun penelusuran daftar pustaka melalui Google
Scholar dan Mendeley.

Untuk mencapai pencarian terkait topik mengenai implementasi sistem merit, maka
kami menggunakan kata kunci (keywords) tertentu. Kami melakukan penelusuran munculnya
kata kunci tersebut baik di dalam judul, abstrak, maupun naskah lengkap artikel. Dari proses
pencarian, kami mendapatkan 38 artikel yang kemudian ditelaah dan direduksi lebih lanjut
berdasarkan rumusan masalah sehingga mendapatkan artikel-artikel yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Artikel ini mengulas tentang keberhasilan implementasi sistem merit, khususnya dalam
organsasi pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan kepustakaan buku maupun penelitian
terdahulu diketahui ada berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi sistem
merit dalam organisasi pemerintahan/instansi di Indonesia. Determinan yang memengaruhi
keberhasilan implementasi sistem merit antara lain faktor internal yang terdiri dari
kepemimpinan, pemahaman pegawai, sistem informasi kepegawaian, dan budaya organisasi.
Sedangkan faktor eksternal yang dapat memengaruhi keberhasilan sistem merit yaitu faktor
politik.

Pengaruh atau hubungan kepemimpinan dengan keberhasilan implementasi sistem
merit

Sosok pemimpin di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) cukup berhasil dalam
menggerakkan jajaran pegawainya dalam rangka membangun kesadaran pentingnya bekerja
dengan penuh kesungguhan dan intelektualitas sehingga memengaruhi keberhasilan
pencapaian sistem merit (Hanif & Suswanta, 2021).

Dalam rangka optimalisasi manajemen keuangan negara, Kemenkeu Rl melaksanakan
strategi pengembangan pemimpin dengan sebuah program bernama Leadership Development
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Programs (LDP). Program tersebut mengacu pada Leadership Framework yang memang
dipunyai oleh Kemenkeu dan bertujuan untuk mencetak pemimpin-pemimpin Yyang
memenuhi Kriteria tertentu, disesuaikan dengan jenis maupun tingkat jabatan yang ada di
Kemenkeu. Pelaksanaan pengembangan kapasitas dan pengembangan karier yang ada di
Kemenkeu dibarengi dengan monitoring dan evaluasi berkesinambungan terhadap peraturan
perundangan-undangan dan kebijakan yang ada. Strategi tersebut rupanya berhasil
meningkatkan skor penilaian implementasi sistem merit oleh KASN pada tahun 2019
(Nurnadhifa & Syahrina, 2021).

Tujuan organisasi tidak dapat diraih apabila seorang pemimpin tidak memotivasi,
memberi pengaruh, dan menggerakkan anggotanya. Oleh sebab itu, pemimpin harus mampu
mengajak dan memastikan anggotanya untuk ikut andil dan berpartisipasi dalam mencapai
tujuan organisasi. Proses adaptasi sistem merit di dalam organisasi memerlukan dorongan dan
sentuhan sosok pemimpin yang handal.

Pengaruh atau hubungan pemahaman pegawai akan sistem merit terhadap
keberhasilan implementasi sistem merit

Suatu penelitian menyebutkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan instansi
pemerintah belum siap dan belum optimal dalam melaksanakan sistem merit adalah
kurangnya pemahaman pegawai maupun perangkat daerah (Supriatna, 2020).

Berdasarkan penelitian di beberapa daerah, pemahaman pegawai tentang sistem merit
berkembang positif secara signifikan meskipun mayoritas daerah di Indonesia masih belum
semuanya melaksanakan sistem merit. Penelitian Meyrina (2016) menunjukkan adanya
perubahan pola pikir pegawai di lingkungan Kemenkumham terkait diterapkannya uji
kompetensi CAT dalam seleksi pegawai. Uji kompetensi tersebut yang dilakukan secara
obyektif dan terbuka tersebut dapat mengurangi KKN di lingkungan Kemenkumham,
memengaruhi produktifitas serta meningkatkan kinerja instansi.

Pemerintah mempunyai peranan besar dalam mengubah pola pikir dan pemahaman
pegawai tentang sistem merit. Prinsip dan kaidah-kaidah sistem merit perlu diintegrasikan
dalam program pelatihan dan pengembangan pegawai. Pemahaman pegawai terkait sistem
merit ini merupakan salah satu faktor yang juga memengaruhi keberhasilan implementasi
sistem merit di lapangan.

Pengaruh atau hubungan sistem informasi kepegawaian terhadap keberhasilan
implementasi sistem merit

Daryanto (2007) mengemukakan bahwa infrastruktur teknologi informasi diperlukan
dalam rangka pelaksanaan sistem merit. Sistem informasi kepegawaian yang terpadu dengan
unsur penilaian tentunya dapat mendukung pelaksanaan manajemen ASN berasaskan sistem
merit. Infrastruktur teknologi informasi yang memadai akan sangat diperlukan di era
sekarang ini.

Aplikasi “e-Kinerja” yang telah dikembangkan Badan Kepegawaian Negara (BKN)
dapat memudahkan organisasi pemerintah dalam memantau dan mengukur kinerja ASN
secara berkala, memetakan kinerja pegawai dalam rangka sistem merit, serta sebagai salah
satu data landasan dalam memberikan tunjangan ataupun insentif. Selain “e-Kinerja”, BKN
juga sedang mengembangkan “e-Perilaku 360” yang bisa dipergunakan untuk menilai
bawahan, rekan kerja, dan atasan secara yang terukur, transparan, dan objektif (BKN, 2019).
Proses penilaian kinerja dan pelaporan secara real-time, adil dan transparan melalui sistem
informasi kepegawaian merupakan faktor yang dapat mendukung keberhasilan implementasi
sistem merit.
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Pengaruh atau hubungan faktor budaya organisasi terhadap keberhasilan
implementasi sistem merit

Penerapan manajemen SDM pada pemerintahan saat ini sesuai dengan UU No. 5 Tahun
2014 tentang ASN adalah dengan berdasarkan pada sistem merit. Keberhasilan sistem merit
akan dipengaruhi salah satunya oleh budaya organisasi. Merujuk pada hasil penelitian
Anthony (2015) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap
proses seleksi dan rekruitmen. Begitu juga dengan pendapat Fajana dalam Anthony (2015)
bahwa sistem merit dan kompetensi pada proses seleksi dan rekruitmen karyawan dapat
dihalangi oleh budaya organisasi seperti penentuan berdasarkan pilihan manajemen, pengaruh
kelas sosial, atau suku/etnik tertentu.

Budaya organisasi yang kuat akan menyebarkan pemahaman secara luas kepada
seluruh anggotanya dan dianut bersama. Semakin meningkatnya individu yang menerima
nilai-nilai inti organisasi maka komitmen kolektif akan semakin besar, dan pengaruhnya
terhadap perilaku anggota organisasi pun semakin besar (Robbins, 2018). Budaya organisasi
sebagai iklim pengendalian perilaku akan memengaruhi penerapan sistem merit ASN pada
lembaga pemerintahan.

Pengaruh atau hubungan faktor politik terhadap keberhasilan implementasi sistem
merit

Proses pemilihan JPTP atau pemilihan kepala dinas di tingkat pemerintah daerah masih
belum terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses seleksi
yang seyogyanya terlaksana secara transparan, efektif, dan efisien diintervensi oleh pihak-
pihak berkepentingan. Penelitian yang dilakukan oleh Edy (2018) menyebutkan bahwa masih
ada keterlibatan kepala daerah dalam menetapkan pejabat yang menduduki JPTP. Proses
seleksi pejabat di tingkat daerah telah melalui proses yang disebutkan dalam peraturan
Menteri pendayagunaan aparatur negara namun pada prakteknya tim yang bertugas
merupakan ASN yang bertugas di pemerintahan daerah. Pemilihan calon pejabat cenderung
menggunakan kedekatan politik antar pihak, bukan berdasarkan kompetensi, keahlian, serta
prestasi kerja yang dimiliki calon.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh penelitian Sabarruddin dan Utomo (2021) yang
menyebutkan bahwa tim seleksi masih dibayangi rasa “balas budi politik* dalam
menjalankan tugasnya. Subjektifitas dan ketidakadilan masih dipraktekkan dalam tahapan-
tahapan seleksi pejabat meskipun terdapat tim pengawas. Faktor politik bila tidak diawasi dan
dikendalikan oleh pemerintah akan menjadi salah satu faktor penghambat terlaksananya
sistem merit yang adil dan transparan.

Conceptual Framework
Dari rumusan masalah maupun telaah literatur yang telah dilakukan, maka dapat dibuat
conceptual framework seperti berikut ini:

[ Kepemimpinan

Pemahaman
pegawai

Informasi Sistem Merit J

Sistem W

A
Kepegawaian J L
Budawa
Organisasi

[ Politik

Gambar 1. Conceptual Framework
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Berdasarkan kajian pustaka maupun literature review artikel-artikel yang relevan serta
kerangka konsep, maka kepemimpinan, pemahaman pegawai, sistem informasi kepegawaian,
faktor politik, dan faktor budaya berhubungan dan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan
implementasi sistem merit dalam organisasi pemerintahan.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan, maka faktor internal organisasi yang
memengaruhi keberhasilan sistem merit terdiri dari empat faktor yakni kepemimpinan,
pemahaman pegawai terkait sistem merit, sistem informasi kepegawaian, dan budaya
organisasi sedangkan faktor eksternal organisasi yang memengaruhi adalah faktor politik.
Formulasi hipotesis untuk penelitian selanjutnya antara lain sebagai berikut:

1. Kepemimpinan berpengaruh terhadap implementasi sistem merit

2. Pemahaman pegawai memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem merit

3. Sistem informasi kepegawaian memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem

merit
4. Budaya organisasi memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem merit
5. Faktor politik memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem merit

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, dapat diketahui faktor-faktor yang
memengaruhi keberhasilan pelaksanaan sistem merit dalam organisasi pemerintahan di
Indonesia, akan tetapi belum terukur sampai seberapa besar pengaruhnya. Oleh karena itu,
masih dibutuhkan penelitian lanjutan guna menentukan besaran pengaruh dari masing-masing
faktor tersebut sehingga dapat dilakukan perbaikan yang cukup terarah dan fundamental.
Selain itu masih terdapat kemungkinan faktor lain yang bisa memengaruhi keberhasilan
sistem merit, misalnya faktor pengawasan internal maupun pengawasan eksternal yang
dilakukan oleh KASN.
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